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PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 20
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

: 1.

GUBERNUR BANTEN,

bahwa dalam rangkameningkatkan akuntabilitas
keuangan daerah Pemerintah Provinsi Bantendan
efektivitas pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi
Banten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan GubernurBanten Nomor 20 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Provinsi
Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 20
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan

Keuangan Provinsi Banten;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi

Banten;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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8.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Provinsi
Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017
Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah

Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 6);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR
20 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 20) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25

Sisa bantuan keuangan tahun-tahun sebelumnya yang telah
direalisasikan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota
menjadi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan
bagi pembiayaan urusan wajib pelayanan dasar.

2. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut

Pasal 27

(1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan,
PPKD Provinsi selaku BUD dapat melakukan penundaan,
pemotongan, dan/atau penghentian penyaluran Bantuan
Keuangan sebagian dan/atau seluruhnya.

(2) Dihapus.

3. Lampiran [ angka 23 dan angka 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

23. Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran
ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota
melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan/tahapan laporan

untuk rincian subbidang Bantuan Keuangan bersangkutan.



24.Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa dana Bantuan Keuangan di
rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk
rincian bidang/ Subbidang/SubJenis Bantuan Keuangan Khusus
bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 April 2109
GUBERNUR BANTEN,

ttd
WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 April 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd
INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
AGUS MINTONO, SH,. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010




